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A. Musyawarah Kerja Kepala SMA Swasta (MUKASTA) Daerah Istimewa
Yogyakarta menyampaikan ucapan selamat berbahagia kepada
seluruh anggota DPRD DIY penode 2019-2024 yang baru saja dilantik
dan selamat menjalankan tugas, dengan doa dan harapan semoga
selalu amanah dan senanhiasa siap mendengarkan seria
memperjuangkan Kkepentingan warga DIY demi lerwujudnya
peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama , sekaligus
berkontribusi bagi kejayaan NKRI

B. Musyawarah Kerja Kepala SMA Swasta (MUKASTA) Daerah Islimewa
Yogyakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
Pimpinan DPRD DIY atas berkenannya menerima dan mendengarkan
aspirasi yang berkaitan dengan keberadaan sekolah/ SMA swasta di
DIY.

C. Musyawarah Kerja Kepala SMA Swasta (MUKASTA) Daerah Istimewa
Yogyakarta menyampakan hal-hal vyang Dberkaitan dengan
permasalahan SMA Swasla di DIY, sebagai berikut -

1. Pendahuluan

Jika melihat sejarah perjalanan bangsa Indonesia, apalag ketika
negara belum mampu menata dan memfasilitasi pendidikan bagi
warganya, maka peranan masyarakatl atau swasta dalam bidang
pendidikan terasa sangat besar pengaruh dan peranannya dalam
memajukan pendidikan di Indonesia. Bahkan Jauh sebelum republik
ini berdin, secara histons pendidikan swasla sesungguhnya



merupakan elemen utama dan perlama sebagai penggerak
pendidikan di Indonesia. Sebut saja, Tamansiswa, Muhammadiyah,
Ma'arif NU, Sekolah Katulik, Sekolah Kristen, dll.

Bahkan dimasa sekarangpun keberadaan sekolah swasla yang
diselenggarakan oleh masyarakat / swasla tersebut letap saja
berperan besar dan menjadi tiang penyangga keberlangsungan
pendidikan di Indonesia.

Namun beagitu, di tengah semakin tingginya tuntutan meningkatnya
kualitas pendidikan serta persaingan antar sekolah, sekolah swasta
semakin menghadapi tantangan besar. Tidak dapal dipungkiri
bahwa dalam rezim sekolah gratis di Indonesia sekarang ini,
keberadaan sekolah swasta menjadi lerabaikan. Memang ada
sekolah swasta yang letap eksis, lentu ini menjadi kebahagiaan kita
bersama. Tetapi tidak sedikil sekolah swasta yang meangalami
kesulitan untuk tetap bertahan, bahkan banyak jumlah sekolah
swasla yang tulup.

Tentu ada banyak penyebabnya, namun yang paling utama karena
gagal mendapatkan murid sebagaimana yang dibutuhkannya.
Beberapa faklor penyebab kegagalan sekolah swasta dalam
mendapatkan murid baru antara lain belum ada aturan yang tegas
dalam membatasi penerimaan siswa di sekolah negeri, kebijakan
atau requlasi pemerintah / pemda yang kadang tidak berpihak pada
sekolah swasta, kurangnya kemampuan sarana dan prasarana
sekolah swasta, hingga persoalan keuangan dan sumber daya
manusia disekolah swasta

Dalam hal inl, tentu MUKASTA tidak anti terhadap kebijakan
pemerintah dengan adanya sekolah gratis karena hal itu telah
diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, sebagai tugas
pemenntah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetap disisi
lain. pemennlah juga harus tetap memiliki tanggungjawab lerhadap
pendidikan swasla sesual dengan ketentuan UU Sistem Pendidikan
Nasional,



2. Point aspirasi .

Berdasarkan hal-hal diatas maka Musyawarah Kerja Kepala SMA
Swasta (MUKASTA) DIY menyampaikan hal-hal berikut :

a. Sislem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Tentu kami sangat mendukung upaya pemerataan peningkatan
kualitas pendidikan melalui sistem Zonasi dalam PPDB. Namun
begitu harus disadari bersama bahwa dengan sistem Zonasi
tersebut ada penurunan jumlah peserta didik dari luar DIY, tentu
ini harus disikapi dengan kebijakan memperbandingkan antara
jumlah calon pesena didik yang ada di DIY dengan melfihat daya
tampung yang sudah ada. Tidak semestinya ada sekolah negeri
yang justru menambah jumlah rombongan belajar. Apalagi dalam
peristiva PPDB terakhir, banyak sekolah negeri yang lelap
menerima bahkan memanggil FIE_E;EI"[E didik sekalipun F’EP_E-_"
sudah selesai atau tulup Kedepan, dalam pen;.ren:lpu_r_naan
éi_sté_m zonasi harus _pu_la -memperhahkan eksistensi sekolah
swasla.

b. Jumlah siswa dalam satu rombongan belajar (rombel) mestinya
tidak mengalami kenaikan. Tahun ini ada kebijakan dari
pemerintah merubah jumlah peserta didik dalam salu rombe! dari
32 siswa menjadi 36 siswa Tentu hal ini mengakibalkan
lerserapnya jumliah siswa yang semakin besar ke sekolah negeri.
Kami memohon ada batasan kepastian tentang jumlah siswa
dalam satu rombel, yailu minimal 20 dan maksimal 32. Ini akan
juga berpengaruh lerhadap jumiah jam guru mengajar yang
notabene mempermudah guru mendapatkan Tunjangan Profesi
Guru (TPG)

c. Penarikan Pegawai Negern Sipil / ASN yang ada di sekolah-
sekolah swasta sangat memberatkan dan menjadi problema
serius bagl keberlangsungan sekolah swasta, Dalam hal ini kami
berpandangan bahwa pada dasarnya layanan pendidikan yang
dilakukan oleh guru PNS/ASN lidak lagi melihat dimana guru itu



mengajar alau status sekolahnya negeri atau swasla, tetapi harus
melihat siapa yang dilayaninya, yailu semua anak bangsa
lermasuk yang ada di swasta. Oleh karena itu selama masih
dibuluhkan swasta tidak perlu ditarik kenegeri. Jangan sampai
persoalan ketidakmampuan mencukupi guru disekolah negeri
kemudian dibebankan pada sekolah swasta yang berakibal
lumpuhnya kegiatan belajar mengajar disekolah swasta. Justru
akan bijaksana apabila sekolah swasta juga ditambah guru ASN
Kalaupun toh harus terjadi penarikan ASN dari sekolah swasla,

paling tidak ada acuannya sepanjang tidak mematikan sekolah
swasla. Misal

Tidak menarik ASN yang memegang peranan penling di
sekolah swasta (Kepala sekolah atau Wakil kepsek) kecuali
karena promosi jabatan misalnya guru menjadi Kepala
sekolah.

- Tidak menank ASN yang menjelang pensiun (misal 3 tahun
lagi pensiun), karena hal ini berpengaruh terhadap
kenyamanan, ketentraman hati dan sekaligus kepaslian kerja.

. Masih dirasakan adanya ketidakseimbangan dalam memberikan
kesempatan peningkatan kualitas / kompelensi antara guru yang
ada disekolah negen dengan yang ada disekolah swasta.
Penginman, kelerhbalan atau keikutserlaan dalam berbagai
kegiatan warkshop, diklat, seminar, dsb. yang diselenggarakan

- = _._-—-_—'____--ﬂI
oleh pemerintah masih dirasa sangat kurang bagi guru-guru
sekolah swasta

. Berharap adanya perubahan dalam pemberian insentif
kesejahteraan (dana APBD DIY) bagi guru dan karyawan
disekolah @etama ini yang diberikan adalah kepada
mereka yang diangkat sebelum tahun 2007. Tentu sudah banyak
guru / karyawan yang pensiun dan sudah tergantkan dengan
yang baru dan belum mendapalkan insenul ini (yang diangkal
sesudah 2007) Mohon ada perubahan kebijakan sekaligus
peningkatan besaran nominalnya, minimal sesuai Upah

Minimum Provinsi, sekaligus memastikan kesetaraan guru
swasia dan guru negeri.



Dana BOS Pusal maupun BOSDA tentu sanga! besar
manfaatnya. Kami berharap ada peningkatan jumlah nominalnya
dan sekaligus ada bantuan baru dari APBD DIY untuk sekolah
swasta (menunjang sarana prasarana dan kegialan peserta
didik).

. Mohon DPRD DIY ikut mendorong kesejahteraan, dan
terpenuhinya perlindungan hukum dan profesi guru, melalui
Perda atau Pergub. Tidak pada lempainya guru dalam
menjalankan profesinya berada pada ketakutan alau ancaman,
baik dari peserta didik, orangtua, pihak lainnya. Guru harus
mendapalkan rasa aman dan jaminan keselamatan kerja.

. Yogyakarta sebagai kota budaya, kola perjuangan, kota wisata,
kota pelajar, maka sesuai visi dan misi Pemerintah DIY, mohon
DPRD DIY ikut mendorong terwujudnya sistem pendidikan di DIY
yang berbasis budaya / kearifan lgkal dengan kebhinekaannya
dan sekaligus berperan untuk penguatan NKRI

Mohon DPRD DIY ikut mendorong pengadaan dan penempatan
guru daerah di DIY termasuk untuk sekolah swaslta dengan biaya
APBD.

Masih dirasakan adanya ketidakseimbangan dalam pemberian
bantuan bagi peningkatan dan perbaikan sarana prasarana
sekolah dengan dana APBN. Mohon menyampaikan ke
pemerintah pusat untuk tetap memperhalikan dan semakin
meningkatkan pemberian bantuan unluk sekolah-sekolah swasta
(rehap gedung, perpustakaan, laboratarium, dan sarana lainnya)
Mohcon  menyampaikan ke  pemerintah  pusatl  untuk
menyederhanakan regulasi [/ mempermudah lentang
persyaratan, .

- Kenaikan pangkal, khususnya dari IV a ke berikutnya

- Persyaratan mendapalkan TPG termasuk aturan beban kerja
guru mimimal (mestinya 18 jam pelajaran)

- Aturan impassing/ penyetaraan pangkal / golongan .bagi guru
non PNS



Rekruitmen P3K (Pegawai pemerintah dengan Perjanjian
Kerja) utamanya tentang usia diatas 35 tahun letap bisa
dukutsertakan.

Guru tidak diberikan beban administrasi yang berlebihan
Penyederhanaan program Induksi bagl guru pemula dan juga
Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Karena ada kelerbatasan SOM mohon ada keleluasaan dalam
pengangkatan kepala sekolah di sekolah swasta, baik dalam
usia, kepangkatan maupun masa jabatan.

Demikian sebagian dari aspirasi kami, dan pada akhirnya kami mohon
kepada DPRD DY untuk ikut mendorong dan mengkodisikan bahwa
seliap kebijakan pemerintah / ulamanya pemda DIY dalam bidang

pendidikan selalu memperhatikan dan berpihak juga kepada sekolah
swasla.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Yogyakaria, 18 September 2019




